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ABSTRACT
The analysis on the performance of the Government’s program is still very
important until now because it’s value. The measurement on the Performance of
a program can be viewed as an evaluation to value the success or failure of
program implementation. However, it is hard to do, since performance
measurement system program has not been applied.
The objective of this study is to analyze the performance and it’s
determinants of the Department of Industry, Migration and Man Power in
implementing the Labor Policy. In accordance with its focus, this research used
descriptive method to answer the research questions. Observation technique,
interview, and documentation technique are the main methods in data collection.
The primary and secondary data is used in this study.
The research findings indicate that the performance of the Department of
Industry, Migration and Man Power in implementing the Labor Policy at
Merauke Regency has not optimally achieved. It can be seen from the indicators
of responsiveness, responsibility and accountability. This study also proves that
the factors such as the characteristic of the policy, institutional and environmental
characteristics are very influential to the performance of the Labor Policy at
Merauke Regency. One important factor among these factors is institutional
factor  mainly the number and quality of instructors and coaching staffs. The
improvement on the quality and quantity of instructors and coaching staffs can be
done by technical guidance and competency test in accordance with their
expertise.
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PENDAHULUAN
Pengukuran kinerja terhadap suatu organisasi publik merupakan isu
strategis pada beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah banyaknya keluhan
dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah
sumber kelambanan Dwiyanto,(1995). Lebih lanjut Dwiyanto menjelaskan bahwa
citra organisasi publik di negara berkembang, termasuk Indonesia dalam melayani
kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk jika dibandingkan dengan
organisasi swasta. Karenanya tidaklah mengherankan kalau organisasi swasta
seringkali dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan
berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Berbicara masalah kinerja organisasi publik, terlebih setelah
diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU
Nomor 33 tahun 2004tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan
otonomi daerah adalah untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa
dan kreativitas daerah secara aktif, meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pelaksanaan Otonomi Khusus
(Otsus) yang dipayungi dengan UU Nomor 21 tahun 2001, merupakan kepedulian
Pemerintah secara sungguh-sungguh untuk membangun Papua. Sebagai tindak
lanjut dari adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke
mengeluarkan kebijakan berupa Perda Kabupaten Merauke Nomor 11 Tahun 2008
tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Migrasi dan
Tenaga Kerja daerah Kabupaten Merauke.
Dinas Perindustrian, Migrasi dan Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana
pemerintah kabupaten mempunyai  tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga daerah di bidang migrasi, industri dan tenaga kerja. Pelaksanaan
Ketiga bidang tersebut tentu tidak lepas dari berbagai kendala, namun yang patut
mendapat perhatian lebih yaitu masalah ketenagakerjaan.Permasalahan
Ketenagakerjaan adalah salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam
keberhasilan pembangunan daerah.
Berdasarkan data Merauke dalam Angka bahwa penduduk kebupaten
Merauke dari tahun ke tahun jumlahnya terus mengalami kenaikan dimana pada
tahun 2007 tercatat sebanyak 189.077 bertambah menjadi 192.383 pada tahun
2008 dan 2009 195.747, dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2008-
2009 sebesar 1,75 persen (BPS,2006)
Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk maka dapat dipastikan
bahwa jumlah angkatan kerja akan bertambah, ini berarti bertambah pula jumlah
pencari kerja. Bertambahnya jumlah angkatan kerja jika tidak diimbangi dengan
kesempatan kerja maka dapat dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan antara
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jumlah persediaan tenaga kerja terhadap kesempatan kerja.
Penciptaan lapangan kerja oleh Pemerintah daerah dilakukan dengan jalan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa lapangan kerja dapat
tercipta melalui pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi
idealnya diikuti dengan kesempatan kerja yang tinggi pula.Kondisi perekonomian
Kabupaten Merauke dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan namun hal
tersebut belum mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan
pada fakta bahwa pada tahun 2008-2010 di Merauke jumlah pencari kerja terus
meningkat dari 11.130 orang hingga 13.261 orang (Dinas Perindustrian, Migrasi
dan Tenaga Kerja)
Kondisi tersebut memberikan gambaran adanya ketidakseimbangan antara
persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja.Ketidakseimbangan tersebut
berupa lebih besarnya persediaan tenaga kerja terhadap kebutuhan tenaga kerja
atau ketiadaan kesempatan kerja terhadap angkatan kerja.Lebih besarnya
persediaan tenaga kerja dibanding dengan kebutuhan tenaga kerja dapat
mengakibatkan pengangguran sehingga pada tataran tertentu menyebabkan
kemiskinan.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek ketenagakerjaan
berhubungan atau memilki pengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas
kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan visi dan misi Dinas Perindustrian, Migrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Merauke, diperlukan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,
sarana dan prasarana  maupun pembiayaan. Aspek sumber daya yang tersedia
dalam organisasi merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan
keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ,
Otoatmodjo,(1992).
Mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu di tempuh usaha-usaha
melalui perbaikan kinerja organisasi, agar dapat mengatasi masalah
ketenagakerjaan. Dalam konteks organisasi publik, penilaian kinerja organisasi
merupakan suatu hal yang  penting, karena dengan adanya kinerja maka akan
diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai, atau akan diketahui
seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas yang  dapat dilaksanakan.
Pendapat-pendapat para ahli tentang kinerja organisasi menyiratkan bahwa
pengukuran kinerja sesungguhnya sangat penting untuk melihat sampai sejauh
mana tujuan organisasi telah tercapai. Dalam konteks demikian maka penelitian
mengenai kinerja organisasi yang dilekatkan pada Dinas Perindustrian, Migrasi
dan Tenaga Kerja menjadi memiliki makna penting, terlebih lagi Dinas dimaksud
memiliki kaitan tugas untuk mengelola persoalan ketenagakerjaan yang
belakangan ini menjadi isu yang cukup mendasar seiring dengan perkembangan
pendekatan sustainable development.
Beranjak dari persoalan dalam pencapaian kinerja organisasi publik,
termasuk masalah yang dihadapi Dinas Perindustrian, Migrasi dan Tenaga Kerja
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dalam mengelola masalah ketenagakerjaan, mendorong penulis untuk meneliti
tentang sampai sejauh mana kinerja Dinas Perindustrian, Migrasi dan Tenaga
Kerja dalam pelaksanaan kebijakan tenaga kerja yang dirumuskan dengan
pertanyaan penelitian :
1. Bagaimana kinerja Dinas Perindutrian, Migrasi dan Tenaga Kerja dalam
pelaksanaan kebijakan  tenaga kerja?
2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian,
Migrasi dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan kebijakan tenaga kerja?
KAJIAN PUSTAKA
a. Pengertian Kinerja
Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari katadasar "kerja"
yang diterjemahkan dari kata bahasa asing, yaitu prestasi. Kinerja juga dapat
diartikan pula sebagai hasil kerja. Pengertian kinerja dalam sebuah program
kebijakan merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan program yang
telah ditetapkan bersama. Ketika pelaksanaan dari sebuah program kebijakan
tidak mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut
memberikan tanda adanya kinerja yang merosot dari sebuah program kebijakan.
John Witmore (1997) melihat bahwa kinerja program adalah pelaksanaan
fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu
pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus
diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat
pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu
organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negative dari
suatu kebijakan operasional. Mink (1993) mengemukakan pendapatnya bahwa
pelaksanaan program kebijakan yang memiliki kinerja tinggi diisyaratkan dengan
beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b)
dijalankan sesuai visi misi dari program (isi kebijakan) (c) memiliki kompetensi.
b. Indikator Kinerja
Menurut Dwiyanto (1995), terdapat tiga konsep dasar untuk mengukur
kinerja, yaitu responsivitas, responsibility / tanggungjawab dan akuntabilitas.
1. Responsivitas: Terkait dengan kebijakan tenaga kerja di Kabupaten
Merauke, maka dengan alat ukur ini dapat diketahui responsivitas
pemerintah melalui berbagai program-program yang dilakukan guna
mengatasi masalah ketenagakerjaan.
2. Responsibilitas/ tanggung jawab: Tanggung jawab digunakan sebagai
alat ukur guna melihat Kebijakan tenaga kerja yang dituangkan dalam
program-program berjalan sesuai dengan norma, peraturan, prinsip
administrasi dan kebijakan yang telah disepakati.
3. Akuntabilitas: Konsistensi pelaksanaan kebijakan perluasan
kesempatan kerja dapat dinilai baik, jika program tersebut dilaksanakan
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dengan ketetapan pikiran, hati dan kemampuan yang baik dari para
pelaksana progam tersebut.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan
adalah berbagai aspek yang sangat berperan dan sangat menentukan keberhasilan
implementasi. Aspek-aspek tersebut perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga
dapat diperoleh deskripsi mengenai penyebab berhasil atau gagalnya proses
implementasi sebuah kebijakan. Ada beberapa ahli yang berbicara mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain: Van Meter dan Van Horn
(1975) menyatakan bahwa terdapat enam (6) variabel yang memberikan pengaruh
terhadap kinerja implementasi kebijakan, yaitu: standar dan sasaran kebijakan,
sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi
sosial-politik dan ekonomi serta disposisi implementor.
Menanggapi pandangan dari kedua ahli diatas, Merilee S.Grindle (1980)
mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh
dua variable besar, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan
implementasi (context of implementation). Sedangkan Danial A. Mazmanian
dan Paul A. Sabatier (1983) menambahkan bahwa implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh tiga (3) variable, yaitu : karakteristik dari problem (tractability
of the problems) dan karakteristik dari kebijakan/undang-undang (ability of statute
to structure implementation), dan variable lingkungan (non statutory variables
affection implementation).
Pendapat-pendapat yang diajukan oleh para ahli, pada hakekatnya
memberikan pemahaman bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan dan menjadi penentu kinerja pelaksanaan sebuah
kebijakan.Namun untuk kepentingan penelitian ini penulis hanya mengambil
beberapa faktor saja yang penulis anggap memiliki pengaruh yang besar untuk
mengkaji permasalahan dalam penelitian. Jika dikaitkan dengan latar belakang
dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penulis bisa
berasumsi bahwa paling kurang ada tiga faktor yang penulis anggap dapat
mempengaruhi kinerja program perluasan kesempatan kerja, yaitu: faktor
karakteristik isi kebijakan, faktor kapasitas kelembagaan, dan faktor karakteristik
lingkungan.
d. Strategi Pembangunan &Kebijakan Tenaga  Kerja
Suroto (1992) menyatakan bahwa tujuan pemanfaatan tenaga kerja dapat
diwujudkan apabila dua unsur pendukungnya terpenuhi yaitu:
1. Tersedia kesempatan kerja yang banyak, yang produktif dan yang
memberikan imbalan yang layak. Kesempatan kerja ini diberikan kepada
semua yang membutuhkannya.
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2. Tersedia tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan semangat kerja yang
tinggi.
Media penghubung keduanya adalah mekanisme pasar kerja yang
memungkinkan terjadinya pertemuan dann transaksi diantara kedua belah
pihak.Pasar kerja ini dikelolah oleh manajemen yang memungkinkan tanaga kerja
dapat terus-menerus menyumbangkan tenaganya secara produktif, bersemangat
tinggi dan memperoleh hak-haknya secara layak.Untuk itu diperlukan dua
kebijakan ketengakerjaan yaitu kebijakan kesempatan kerja dan kebijakan tenaga
kerja. (lihat gambar 2.1)
Kebijakan kesempatan kerja adalah kebijakan yang bertujuan untuk
menciptakan atau mendorong penciptaan kesempatan kerja.Sedangkan kebijakan
tenaga kerja adalah kebijakan yang bertujuan untuk penyiapan tenaga
kerja.Kebijakan ini mengatur pembentukan keterampilan, penempatan dan
penggunaannya dalam pekerjaan, pemberian peranan dan tanggung jawab serta
untuk menjamin hak-haknya atas imbalan yang seimbang, perlakuan yang adil,
perlindungan keselamatan dan kesehatan jasmani dan rohani.
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Skematis penelitian guna mengkaji, menganalisis Kinerja Dinas
perindustrian, Migrasi dan Tenaga Kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan tenaga kerja yang merupakan tanggung jawab pemerintah
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Independent Variabel
Karakteristik Isi Kebijakan
1. Kejelasan isi kebijakan
2. Sasaran kebijakan
BAHAN DAN METODE
Dalam penelitian ini metode yang dilgunakan penulis dalam menganalisis
data dengan menggunakan teknik:
1. Pengumpulan data atau fakta wawancara tak berstruktur, wawancara
mendalam dan studi kepustakaan
2. Penilaian data dilakukan memperhatikan validitas, objektivitas, realibilitas
dengan cara:
a. Mengkategorikan data primer dan data sekunder dengan sistem
pencatatan yang relevan.
b. Memeriksa keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sumber yang lain.
3. Interpretasi atau inferensi data melalui pemahaman konsep intelektual
yang dibangun atas dasar temuan empiris terhadap data, fakta dan
informasi yang telah terkumpul.
4. Penyimpulan data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Kinerja Dinas Perindustrian, Migrasi dan Tenaga Kerja
Untuk mengetahui tentang kinerja Dinas Perindustrian, Migrasi dan
Tenaga Kerja, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan misi dan tujuan organisasi,  maka
dalam pembahasan ini akan mencoba menganalisis pencapaian kinerja kebijakan
tenaga kerja yang dilihat dari indikator:
Faktor Kelembagaan
1. Kapasitas SDM









Tersedia online di http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas
Volume 5 No 01 Tahun 2016, hal 32-45
40
Copyright @ 2016, Societas, p- ISSN: 2252-603X, e-ISSN: 2354-7693
1. Responsivitas
Responsivitas merupakan kemampuan guna mengetahui dan memahami
hal-hal yang dibutuhkan serta menindaklanjuti permasalahan ketenagakerjaan.
Responsivitas dilihat dari pelaksanaan misi yang pertama yaitu membina angkatan
kerja yang disiplin, terampil dan produktif.Pelaksanaan misi yang pertama ini
menitikberatkan pada pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja.
Kondisi capaian Program Pendayagunaan Tenaga Kerja, data raelisasi
program yang dimiliki Dinas Perindustrian, Migrasi dan Tenaga Kerja
memperlihatkan belum terlaksana secara menyeluruh seperti Bimbingan Teknis
Pengantar kerja yang belum terlaksana dikarenakan tidak adanya tenaga pengantar
kerja. Pelatihan pembinaan Usaha Mandiri hanya 37, 3% yang terealisasi.Hal ini,
tentu saja menunjukan masih rendahnya pendayagunaan tenaga kerja, sehingga
peningkatan keterampilan dan keahlian pencari kerja menjadi pekerja mandiri dan
profesional belum dapat tercapai sesuai harapan. Penyusunan bursa tenaga kerja
dalam pelaksanaannya hanya mencapai 42,5% dari rencana yang diharapkan,
sedangkan penyusunan ini dimaksudkan agar tersedianya data ketenagakerjaan
sehingga mempermudah analisis terhadap pasar kerja.
Belum tercapainya target program Peningkatan Tenaga Kerja ini,
diakibatkan oleh adanya permasalahan-permasalahan, yakni tidak adanya tenaga
pengantar kerja dibidang ketenagakerjaan yang memiliki sertifikasi profesi, masih
terbatasnya sistem informasi pengembangan tenaga kerja, disamping itu tingkat
keterampilan pencari kerja masih rendah. Permasalahan lainnya yang dihadapi
yaitu belum sepenuhnya perusahaan, BUMN, BUMD dan lembaga instansi
pemerintah lainnya memahami tentang rekruitmen tenaga kerja sesuai Keppres
Nomor: 4 Tahun 1980 tentang Wajib lapor lowongan serta masih terbatasnya
kesempatan kerja dan lowongan kerja di lingkungan pemerintah maupun swasta.
Hal ini jelas menunjukan bahwa reponsivitas Dinas Perindustrian, Migrasi dan
tenaga kerja dalam mendayagunakan tenaga kerja yang ada perlu ditingkatkan lagi
agardapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.
2. Responsibilitas
Responsibilitas/tanggungjawab digunakan sebagai alat ukur untuk
menjelaskan sejauhmana proses pelaksanaan dari sebuah pekerjaan untuk
memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Proses pelaksanaan yang baik dan
bertanggungjawab hendaknya sesuai dengan norma-norma, peraturan, prinsip-
prinsip administrasi serta kebijakan yang telah disepakati bersama.
Sasaran Pengawasan dan persyaratan kerja yang ingin dicapai yaitu
meningkatnya pemahaman kepada pengusaha dan pekerja di bidang
ketenagakerjaan.Meningkatnya pemahaman tentang fungsi keselamatan dan
kesehatan kerja di perusahaan serta fasilitas peralatan dan mesin untuk
mendukung kegiatan pemeriksaan di perusahaan. Pembentukan kelembagaan
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ketenagakerjaan di perusahaan dan keikutsertaan perusahaan dalam program
Jamsostek.
Kondisi capaian kinerja Program Pengawasan dan Persyaratan Kerja, data
tersebut memperlihatkan belum seluruhnya terlaksana. Belum tercapainya target
program pengawasan dan persyaratan kerja ini, diakibatkan oleh adanya
permasalahan-permasalahan kurangnya tenaga pengawas dan pegawai perantara
di bidang ketenagakerjaan yang memiliki sertifikasi profesi. Pemahaman
pengusaha dan pekerja tehadap Undang-undang tentang ketenagakerjaan Nomor
13 tahun 2003, selain itu perusahaan belum memahami tentang fungsi K3
sehingga peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan K3 pada
perusahaan-perusahaan belum menunjang kegiatan produksi. Belum sepenuhnya
perusahaan menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu (Kontrak kerja), peraturan
perusahaan dan perjanjian kerja bersama, serta membentuk kelembagaan
ketenagakerjaan, dan keikutsertaan seluruh karyawan dalam program Jamsostek
juga merupakan permasalahan dalam efektifitas pengawasan dan persyaratan
kerja”.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pelaksanaan
pengawasan dan persyaratan kerja di Kabupaten Merauke diarahkan melalui
program Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pegawai pengawas dan
pegawai perantara, pemahaman akan peraturan perundangan ketenagakerjaan,
pemahaman Keamanan, Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta kualitas
pemeriksaannya di perusahaan. Terbentuknya kelembagaan ketenagakerjaan di
perusahaan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui program
jamsostek.
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas ini akan dilihat dari tingkat konsistensi antara kebijakan dan
kegiatan Dinas Perindustrian Migrasi dan Tenaga Kerja terhadap aspirasi
masyarakat, khususnya  dalam perluasan kesempatan kerja . Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perindustrian, Migrsai dan Tenaga Kerja di Kabupaten Merauke, dapat
dilihat dari pelaksanaan kebijakan tenaga kerja.
Peningkatan Kualitas tenaga kerja merupakan kebijakan tenaga kerja
sebagai  upaya untuk mempersiapkan  tenaga kerja yang mandiri dan siap pakai di
bidangnya.  Melalui Loka Latihan Kerja sebagai suatu lembaga pelatihan
keterampilan kerja, unit teknis di bawah Dinas Perindustrian, Migrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Merauke memilki peranan yang cukup strategis  karena
fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk menyiapkan
tenaga kerja yang terampil, produktif, mandiri dan memiliki kompetensi.
Kinerja Loka Latihan Kerja Merauke cukupmencapai target.Pemagangan
Tenagake luar Kabupaten Merauke walau hanya mencapai 60% dikarenakan
belum memenuhi persyaratan baik tingkat pendidikan maupun keterampilan.
Kurangnya tenaga instruktur dan tenaga kepelatihan baik secara kualitas maupun
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kuantitas, kondisi peralatan dan mesin kurang berfungsi dan masih terbatas
jumlahnya. Permasalahan lainnya menyangkut sarana prasarana kantor yang
belum memadai. Disamping itu, belum sepenuhnya Perusahaan, BUMN,BUMD
dan lembaga instansi pemerintah lainnya memahami tentang keberadaan UPTD
Loka Latihan Kerja sebagai lembaga di bawah Dinas untuk mendidik dan melatih
menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.
b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Perindustrian
dalam melaksanakan Kebijakan tenaga kerja
1. Faktor Karakteristik Isi Kebijakan
Kebijakan penurunan angka penganggur terbuka dalam kebijakan tenaga
kerja belum cukup memiliki kejelasan isi untuk dijalankan di tengah masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dalam bentuk Undang-undang yang mengatur , mendukung
serta mengontrol sistem pelaksanaan kebijakan tenaga kerja. Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan,  Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah
tersebut dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang lebih luas, nyata dan
bertanggungjawab kepada Daerah.  Pemberian wewenang yang lebih luas kepada
Daerah ini memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan
dan menyelaraskan pembangunan di daerah.
Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Merauke masih menjadi
acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Migrasi dan
Tenaga Kerja. Namun dalam pelaksanaan kebijakan tenaga kerja yang
dilaksanakan belum semuanya mencerminkan aspirasi masyarakat, karena dalam
kebijakannya belum mempunyai perangkat hukum sendiri sebagai payung dalam
menjalankan kebijakan, dan saat ini kegiatan yang dilaksanakan seabagian besar
masih mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan, baru
dilaksanakan penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga masih perlu penataan internal masing-
masing Satuan Kerja.
Disamping itu, kejelasan isi kebijakan dapat dianalisis dari Pencapaian
target kebijakan tenaga kerja ini adalah mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.
Pencapaian target tersebut dapat dilihat dari Indikator kondisi ketenagakerjaan
yaitu: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan angka yang
cukup besar yaitu  71,71% pada tahun 2009, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) sebesar 6.05% angka tersebut masih relatif tinggi dikarenakan  kecepatan
penambahan kesempatan bekerja lebih rendah daripada kecepatan penambahan
usia kerja, serta distribusi penduduk bekerja di Kabupaten Merauke bertumpu
pada sektor pertanian. Stimulus yang diberikan pemerintah melalui program kerja
belum dapat mengatasi permasalahan pengangguran terbukti dengan semakin
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meningkatnya jumlah pencari kerja dari tahun ke tahun.
2. Faktor Kelembagaan
Aspek-aspek penting yang termuat dalam dimensi kelembagaan, yaitu
kapasitas Sumber Daya Manusia, Kelengkapan Sarana-Prasarana, dan Sistem
Anggaran.Kapasitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan tenaga kerja
belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, disamping itu kualitas
masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan kebijakan kerja masih rendah.Salah
satu prioritas Peningkatan Kualitas tenaga kerja ditujukan pada pemberdayaan
masyarakat lokal yaitu kegiatan pemagangan khusus bagi putrid-putri asli Suku
Marind pada perusahaan-perusahaan multi nasional.Pelaksanaan program guna
menunjang perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Merauke sumber anggaran
berasal dari APBD Kabupaten Merauke yang berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus.Namun, Jumlah
dana yang dialokasikan belum dapat membiayai program-program yang ada
dikarenakan tingkat kemahalan dan letak geografis yang sukar dijangkau.
3. Faktor Karakteristik Lingkungan
Isolasi geografis merupakan salah satu faktor penyebab masalah
pengangguran di Merauke, dan kerja sama berbagai pihak guna mengatasi hal
tersebut. Peningkatan sarana prasarana fisik guna menunjang pelaksanaan
program perluasan kesempatan kerja senantiasa mendapat perhatian pemerintah




Penelitian ini menemukan bahwa Kinerja Dinas Perindustrian, Migrasi dan
Tenaga Kerja perlu lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan kebijakan tenaga
kerja.Kebijakan tenagakerja yang dilakukan guna mengatasi masalah
ketenagakerjaan meliputi peningkatan pengawasan dan persyaratan kerja,
pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan
kualitas tenaga kerja.
Berdasarkan gambaran hasil penelitian yang telah dilakukan
diperlukanpeningkatan kualitas dan kuantitas tenaga instruktur dan tenaga
kepelatihan melalui bimbingan teknis dan uji kompetensi sesuai bidang
keahliannya.kejelasan isi kebijakan dengan memiliki perangkat hukum sendiri
sebagai payung dalam menjalankan kebijakan tenaga kerja, serta penataan
kelembagaan yang meliputi kapasitas sumber daya manusia, kelengkapan sarana-
prasarana dan sistem anggaran dengan tetap mempertimbangkan karakteristik
lingkungan melalui peningkatan sarana-prasarana fisik guna menunjang
pelaksanaan kebijakan tenaga kerja.
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Dewan Ketenagakerjaan Daerah dipandang perlu segera dibentuk sehingga
pertemuan, pelaksanaan evaluasi program tepat sasaran dan akuntabel.
Konsistensi pada level aplikasi program aksi atau adanya kesinambungan program
penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan haruslah senantiasa dilakukan
secara terus-menerus, mengingat permasalahan ketenagakerjaan akan selalu ada
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan angkatan kerja.
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